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INSTRUESI ==-
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : INS :007/J.A/5/1984.

TENTANG

PEMBAGIAN TUGAS PENYELESAIAN PERKARA
ANTARA

KEJAKSAAN TINGGI DAN KEJAKSAAN NEGERI

L

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

..bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun -

1981 dan Keputusan Presiden R.I. Nomor 86 Tahun 1982,
maka Instruksi Jaksa Agung R.I. Nomor : INSTR-002/5.A
3/1975 tanggal 31 Maret 1975 tentang Pembagian Tugas-
penyelesaian Perkara antara Kejaksaan Tinggi dan Ke -
jaksaan Negeri, dipandang perlu untuk disesuaikan dan
disempurnakan.

bahwa perlu dikeluarkan Instruksi Jaksa Agung R.I. se
bagai pengganti Instruksi Jaksa Agung Republik Indone
sia Nomor : INSTR-002/J.A/3/1975 tanggal 31 Maret 1975
dimaksud.

Undang -undang Nomor 15 mahun 1961,

Undang-undang Nomor 16 Tzhun 1961,

Undang-undang Nomor 8 Tzhun 1981,

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tzhun 1983,

Keputusan Presiden R.I. Nomor 86 Tahun 1982,

Reputusan Presiden R.I. Nomor 32/M Tzhun 1981 yo Kepu
tusan Presiden R.I. Nomor 48/M Tzhun 1983,

Reputusan Jaksa Agung R.TI. Nomor : Rep-116/J.A/6/1883
tanggal 14 Juni 1983.

MoE-N-G I N.S-“PT"R G K.S5STE KAN
Para Kepala Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia,

Para Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejak-
saan Negeri seluruh Indonesia.

. Melaksanakan tugas penyidikan Tindak Pidana Khusus de

ngan ketentuan sebagai berikut : -

1. Penyidikan ..
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1. Penyidikan terhadap tindak pidana khusus yang terja
di dalam daerah hukum Kejaksaan Negeri ditangani -
oleh Ke;aksaan Negerl setempat

e 2. Kejaksaan Tlncgl dapat melakukan penyidikan sendiri
l terhadap tindak pidana khusus dalam hal-hal

2.1. atas pexlntah‘Jaksa Agung R.I.

. 2.2. tindak pidana yang untuk penindakaﬁnya oleh =
i Jaksa Agung R.I. telah dibentuk Satgas/Team |,
yang diketuai oleh Kepala Kejaksaan Tinggi.

L , 2.3. tindak pidana khusus, yang pelakunya dapat me
libatkan Pimpinan Pemerlntah Daerah/Instansi -
pada tingkat Propinsi ataupun Kepala Daerah Tk.
IT Kodya/Kabupaten, dan oknum-oknum yang kare-
na kedudukannya dalam bidang sosial politik -

mempunyai pengaruh besar dalam masyarakat.

2.4. tindak pidana khusus yang terjadi pada bebera-
3, pa daerah hukum Kejaksaan Negeri dalam satu -
| daerah hukﬁm Ke;aksaan Tinggi.

£ 3t apablla terdapat cukup alasan dan pertimbangan,
O Kepala Kejaksaan Negeri dapat mengusulkan agar
penyidikan dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi.

226 data/lnforma51 dlterlma dari instansi tingkat-
propinsi. :

II. Melaksanakan tugas pra penuntutan tindak pidana umum -
dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Perkara yang diterima dalam tahap pertama oleh Ke -
| jaksaan Tinggi dari instansi penyidik hanyalah per-

kara-perkara yang mempunyai bobot dan ruang lingkup
l regional serta tersangkanya mempunyai jabatan, ke -

ruh besar.

Terhadap perkara ini segera diteliti kesempurnaan -
berkas perkaranya dan bila perlu memberikan pengarah
an serta petunjuk untuk dilengkapi demi kesempurna-—

an hasil penyidikan tersenut oleh penyidik yang ber
sangkutan. ;

2. Terhadap perkara yang diterima Kejaksaan Twngglyang
tidak memenuhi persyzratan seperti tercantum pada -
butir II.l segera dikembalikan kepada penyidik ds -
ngan saran agar psnelitian terhadap berkas perkzsra-
tersebut dilaksanzkan olah_tejékSaa_ Nageri di t=m-
pat perbuatan itu terjadi atzu:-saksi k_banyaxan ber
diam didaerah hukum Kejaksaan Negeri tersebut. ;

3. Setelah penyidikan terhadap perkara yang. tercantum-

~-pada butir IT.1 dimaksud sudah. dianggap selesai- ser
, ta memenuhi persyaratan, agar segera menerima per —
= tanggung-jawaban. atas tersangka, barang bukti-serta
= " berkas perkaranya dan seterusnya menyerahkan per -
5 tanggung-jawaban perkara, tersangka-serta- barang— -
bukti kepada Kejaksaan Negeri yang daerah“hukumnya—
bersamaan dengan Pengadilan Negeri yang Derwenang =
mengadili perkara tersebu; ;

T vy g T ST
fo ey w

III. Melaksanakan tugas penyldangan dan penyelesalan perka- -

ra dengan ketentuan-ketentuan sebagai berlkut

pangkatan,‘kedudukan _sosial/politik yang berpenga - .
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1. Yang menyidangkan dan menyelesaikan perkara adalah-

Jaksa/Penuntut Umum yang ditunjuk oleh Kepala Kejak
5 saan Negeri dan karenanya pelaksanaan penuntutan, -
i banding, kasasi, eksekusi putusan serta penyelesai-
3 an perkara tetap tunduk dan dipertanggung-jawabkan-
kepada Kepala Kejaksaan Negeri. j

= 2. Untuk perkara-perkara dari hasil penyidikan seperti
e tercantum pada butir I.2 dan penerimaan perkara da-
S ri penyidik yang tergolong pada butir II.l. Kepala-
Kejaksaan Tinggi dapat menugaskan penyidangannya ke
pada Jaksa dari Kejaksaan Tinggi.

3. Jaksa dari Kejaksaan Tinggi yang diserahi tugas se-
laku Penuntut Umum untuk menyidangkan suatu perkara,
dalam melakukan tugasnya berada dibawah perintah, -
bimbingan, pengarahan dan pengawasan Kepala Kejaksa
an Negeri setempat.

] IV. Setiap kegiatan sehubungan dengan penyidikan, pra pe -
! nuntutan, penuntuten, penyidangan dan penyelesaian per
- kara diadministrasikan oleh Kejaksaan Negeri sesuai de
ngan Keputusan Jaksa Agung R.I. Nomor : KEP-023/J.A/3/
O 1982 dan pelaksanaan ketentuan-ketentuan pada butir I.
2 dan butir II.l setelah dicatat di Kejaksaan Tinggi -
berkas perkara beserta kelengkapannya diserahkan kepa-
da Kejaksaan Negeri yang berwenang.

V. Agar Instruksi ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya-
dengan penuh rasa tanggung jawab.

VI. Instruksi ini berlaku séjak tanggal dikeluarkan.

leeluarkan di : Jja k”a T A
Pada tanggal : 29 Mei 1984.

UNG REPUBLIK INDONESIA,
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1. PARA JAXSA AGUNG MUDA.
2. KETUZ STAF AHTLT KEJAKSAAN AGUNG R.I.

3. PARA SETBID/KARO/KADIT/INSPEKTUR/
KAPUS PADA KEJAKSAAN AGUNG R.I. -
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